
  
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX  DPR RI 

(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,  
 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,                                                               
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tahun Sidang : 2006-2007 
Masa Persidangan : III 
Jenis  : Rapat Dengar Pendapat     
Dengan  : 1. Sekjen Depnakertrans RI;  

2. Dirjen PPK Depnakertrans RI; 
3.   Kepala Pusat KK dan Hiperkes Depnakertrans RI. 

Sifat  : Terbuka 
Hari, tanggal : Selasa, 30 Januari 2007 
Waktu : Pukul 10.20  – 13.15 WIB 
Tempat  : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI  Gedung Nusantara I  

Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 
Ketua Rapat  Hj. Asiah salekan, BA / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI 
Sekretaris  : Surjadi / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Acara : Perkenalan dan Penjelasan tentang Pusperkes & Kesehatan Keselamatan 

Kerja dan Hiperkes 
Anggota yang hadir :   31  Anggota dari  47 Anggota Komisi IX DPR RI,  

  16 orang Ijin.        
  

  
  
Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat  Komisi IX DPR-RI dengan Sekjen,  Dirjen PPK, Kepala 

Pusat KK dan Hiperkes Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pukul  10.20 WIB dan rapat dinyatakan 
terbuka untuk umum.   

RDP didahului dengan pengantar Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan paparan/jawaban Sekjen,  Dirjen 
PPK, Kepala Pusat KK dan Hiperkes Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas pertanyaan dan 
tanggapan Komisi IX DPR RI. 

 
 

KESIMPULAN / KEPUTUSAN 
 

Setelah mendengarkan berbagai usul/saran/tanggapan para Anggota Komisi IX DPR RI, maka sebelum 
rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa  kesimpulan yaitu : 
 
1. Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa Pusat Keselamatan Kesehatan & Hiperkes dan Balai Besar/Balai 

K.3 memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, oleh 
karenanya perlu diberi perhatian dan  dukungan anggaran yang memadai. 

2. Komisi IX DPR RI mendorong Sekretariat Jenderal DEPNAKERTRANS R.I untuk membentuk/ 
mengembangkan  Balai Besar dan Balai  K3 serta UPTD K.3, diprioritaskan pada daerah yang terdapat 
banyak perusahaan industri. Untuk mengimplementasikannya perlu diadakan Rapat Koordinasi dengan 
Pemda / DPRD setempat. 

 
 



 2

3. Komisi IX DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal DEPNAKERTRANS R.I untuk merevitalisasi fungsi 
Balai-Balai K3 dengan menyempurnakan struktur organisasi dan meningkatkan kompetensi 
 
 
Rapat ditutup pukul  13.15  WIB 

 
 
   
    Jakarta,  30  Januari  2007 

 
Pemerintah 

Sekjen Depnakertrans RI, 
 
 
 
 

Ir. Harry Heriawan Saleh, MSc 
 

 
Pimpinan Komisi IX DPR-RI 

Wakil Ketua, 
 
 
 
 

Hj. Asiah Salekan, BA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My doc:MS III 06-07/Lapsing-RDPU K3 HIPERKES, 30 Jan 2007/wir. 
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